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A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin hari 
semakin pesat sekarang ini, membuat praktikan untuk lebih membuka diri dalam 
menerima perubahan-perubahan yang terjadi akibat kemajuan dan perkembangan 
tersebut. Semakin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin banyak 
pula persaingan sumber daya manusia yang kompeten. Tidak hanya itu, saat ini 
tingkat pengangguran pun semakin hari semakin banyak, karena sumber daya 
manusia yang kurang terlatih dalam dunia pekerjaan. Selain itu, pengangguran 
diakibatkan karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah 
pencari kerja. Oleh karena itu, praktikan harus bisa lebih mempersiapkan diri dan 
membuka wawasan yang lebih luas agar bisa bersaing untuk mendapatkan 
pekerjaan yang baik. 
Perguruan tinggi sebagai tempat untuk menimba ilmu, tidak hanya 
memberikan mahasiswanya ilmu berupa teori, tetapi juga berupa keterampilan 
dalam praktik. PKL atau Praktik Kerja Lapangan adalah program yang 
memberikan kompetensi pada mahasiswa untuk dapat lebih mengenal dengan 
dunia kerja nyata yang sesungguhnya, yang bertujuan untuk mengembangkan 
keterampilan dan etika dalam melakukan suatu pekerjaan. Selain itu, dengan 
adanya PKL juga bertujuan untuk mendapatkan kesempatan dalam menerapkan 
ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sudah dipelajari selama berada di 
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bangku perkuliahan. PKL juga sangat bermanfaat untuk pengetahuan dan interaksi 
mahasiswa terhadap lingkungan dunia kerja. PKL tidak hanya bermanfaat bagi 
mahasiswa, tetapi juga memiliki manfaat bagi perusahaan atau instansi tempat 
mahasiswa melaksanakan kegiatan PKL tersebut. 
Dengan adanya kegiatan PKL ini, diharapkan mahasiswa dapat bersaing di 
dunia kerja ketika mahasiswa tersebut lulus dari perguruan tinggi dan tidak 
menambah jumlah pengangguran di Indonesia. PKL ini diadakan juga agar 
mahasiswa tidak kaget jika nanti mulai memasuki dunia pekerjaan yang sangat 
berbeda dengan dunia perkuliahan saat ini. Pemberian keterampilan ini juga 
ditujukan untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan dapat 
bersaing, baik kualitas intelektual maupun keterampilannya, sehingga pada 
akhirnya mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap dinamika industri dan 
organisasi berdasarkan permasalahan yang ada. 
Dalam pelaksanaan PKL, mahasiswa dituntut untuk lebih berorganisasi, 
lebih aktif, tanggap terhadap permasalahan, serta mampu berkomunikasi yang 
baik dengan antar  sesama karyawan. Kegiatan PKL ini bermanfaat untuk 
menambah wawasan, keterampilan, etika, disiplin, kemampuan dan tanggung 
jawab. 
Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Instansi 
Pemerintahan dalam bidang perpajakan yaitu Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota 
Administrasi Jakarta Pusat. Kegiatan PKL ini merupakan salah satu persyaratan 




B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
Maksud dari kegiatan PKL ini adalah:  
1. Untuk menyelesaikan mata kuliah PKL yang memiliki bobot dua SKS dan 
persyaratan kelulusan Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta.  
2. Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh mahasiswa selama duduk 
dibangku perkuliahan tidak hanya sebatas mengetahui teorinya saja tetapi 
dapat mempraktikan secara langsung.  
3. Untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa di dunia 
kerja salah satunya adalah memperkenalkan kerjasama dalam dunia kerja, rasa 
tanggung jawab yang harus dimiliki mahasiswa atas dasar prioritas apa yang 
harus didahulukan serta solusi dan perbuatan atas pengambilan keputusan 
pada permasalahan-permasalahan yang biasa muncul dalam dunia kerja.  
4. Untuk melatih mahasiswa dalam disiplin terhadap waktu, serta integritas yang 
harus dimiliki oleh mahasiswa.  
Tujuan dari kegiatan PKL ini adalah:  
1. Untuk memperkenalkan kepada mahasiswa bagaimana dunia kerja yang 
sesungguhnya, seperti cara berinteraksi atau bersosialisasi dengan sesama 
karyawan. 
2. Untuk memberikan gambaran umum dan pengalaman baru bagi mahasiswa 
mengenai dunia kerja secara nyata. 
3. Untuk meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan 
keterampilan mahasiswa sesuai dengan latar belakang bidang studi.  
4 
 
4. Untuk mengajarkan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap 
disiplin, tanggung jawab, mandiri, kreatif dan memiliki inisiatif yang tinggi 
dalam melakukan suatu pekerjaan.  
5. Untuk meningkatkan wawasan kepada mahasiswa agar dapat lebih merasakan 
pengalaman-pengalaman yang belum dirasakan sebelumnya.  
6. Untuk mewujudkan sosok praktisi yang terampil, kreatif, dan jujur, serta 
mampu bertanggung jawab terhadap pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara.  
 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
PKL mempunyai manfaat yang sangat besar bagi perusahaan, mahasiswa, 
dan perguruan tinggi. Adapun kegunaan PKL tersebut antara lain:  
1. Bagi Mahasiswa (Praktikan)  
a. Mengenal lebih jelas materi-materi yang telah diterima di bangku 
perkuliahan melalui praktik kerja di lapangan.  
b. Melatih cara berinteraksi dan juga bersosialisasi dengan sesama karyawan 
dalam bekerja. 
c. Melatih rasa tanggung jawab dan mentalitas mahasiswa dalam bekerja.  
d. Menambah wawasan di dalam dunia kerja, khususnya di bidang akuntansi 
perpajakan, sehingga memiliki keterampilan sesuai tuntutan lapangan 
kerja  
e. Memperdalam dan meningkatkan keterampilan serta kreativitas praktikan 
sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki, yaitu akuntansi dan perpajakan. 
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f. Menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman selaku generasi yang 
terdidik untuk siap terjun langsung di msayarakat khususnya di lingkungan 
kerja.  
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta  
a. Membina hubungan baik dengan perusahaan atau instansi yang terkait.  
b. Mempersiapkan lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja.  
c. Membangun kerjasama antara dunia pendidikan dengan perusahaan 
sehingga perguruan tinggi lebih dikenal oleh kalangan dunia usaha.  
d. Menjadi bahan masukan dan evaluasi program pendidikan di Universitas 
Negeri Jakarta (UNJ) untuk menghasilkan tenaga-tenaga terampil sesuai 
dengan kebutuhan perusahaan/ lembaga.  
3.  Bagi Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat  
a. Membantu pekerjaan operasional karyawan yang terkait. Serta praktikan 
dapat membantu merekap hasil data yang diperlukan baik pekerjaan yang 
bersifat sehari-hari (tetap) maupun pekerjaan yang bersifat tidak tetap.  
b. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua belah 
pihak.  
c. Membantu mempersiapkan calon tenaga kerja yang berkualitas yang akan 
memasuki dunia kerja.  
d. Menjadi sarana untuk memberikan kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan 
oleh perusahaan/ lembaga yang terkait.  
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e. Membangun kemitraan, agar perusahaan dapat dikenal dalam bidang 
akademik dan menjadi contoh instansi yang dapat menunjukkan 
integritasnya.  
f. Menjalin hubungan yang lebih baik, sehat, dan dinamis antara Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dengan Pusat Pelayanan Pajak 
Kota Administrasi Jakarta Pusat.  
 
D.  Tempat Praktik Kerja Lapangan  
Tempat praktikan melaksanakan kegiatan PKL ini yaitu pada Suku Dinas 
Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat. Instansi ini dipilih karena 
bidang kerjanya sesuai dengan program studi praktikan, terutama konsentrasi 
yang praktikan ambil, yaitu Akuntansi Perpajakan. Selain itu, instansi ini dipilih 
karena praktikan ingin mengetahui lebih banyak tentang dunia perpajakan 
terutama pada Sistem Pemungutan Pajak Daerah (SP2D) sebagaimana mengetahui 
cara mengaplikasikannya. Lalu praktikan juga ingin mengetahui lebih tentang 
pajak daerah yang merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah (Mardiasmo, 2016). Suku 
Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat juga mempunyai lokasi 
yang cukup dekat dengan tempat tinggal praktikan. 
Berikut ini merupakan informasi data perusahaan tempat pelaksanaan 
PKL:  
Nama Perusahaan : Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Jakarta Pusat  
Alamat   : Jalan Abdul Muis No. 66 Jakarta-Pusat 10160, Indonesia  
Telepon   : 021-3865580, 021-3865585  
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Faxmile   : 021-3865788  
Website   : http://dpp.jakarta.go.id/ 
Email   : sudin.jakpus@gmail.com 
Praktikan ditempatkan secara bergantian pada seluruh subbagian dan seksi 
yang ada di Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat, yaitu 
Seksi Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi Pajak Daerah, Seksi Penilaian, 
Pemeriksaan, dan Penetapan Pajak Daerah, Seksi Penagihan Pajak Daerah, Seksi 
Penyelesaian Pengurangan Keberatan dan Banding, dan Subbagian Tata Usaha. 
 
E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini telah dilaksanakan selama 
kurang lebih dua bulan terhitung mulai tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan 12 
Agustus 2016, bertempat di Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi 
Jakarta Pusat.  
Berikut adalah perincian tahap pelaksanaan PKL: 
1. Tahap Persiapan  
Sebelum melaksanakan kegiatan PKL, praktikan mengurus surat 
permohonan pelaksanaan PKL di Biro Administrasi Akademik dan Keuangan 
(BAAK) yang ditujukan ke Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta 
Pusat. Setelah surat permohonan diperoleh, selanjutnya praktikan langsung 
memberikan surat permohonan PKL ke Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota 
Administrasi Jakarta Pusat pada bulan Mei 2016, hingga pada akhirnya praktikan 
mendapatkan izin untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan pada pertengahan 
Bulan Juni 2016. 
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2. Tahap Pelaksanaan  
Praktikan melaksanakan PKL di Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota 
Administrasi Jakarta Pusat selama kurang lebih dua bulan yang dimulai pada 
tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan 12 Agustus 2016. Kegiatan PKL ini 
dilaksanakan setiap hari kerja, yaitu hari Senin sampai hari Jumat, dengan rincian 
waktu kerja sebagai berikut: 
Tabel I.1 Jadwal Kerja 
Hari Jam Kerja Jam Istirahat 
Senin – Kamis 07.30 sampai 16.00 12.00 sampai 13.00 
Jumat 07.30 sampai 16.30 11.30 sampai 13.00 
 
Bulan Ramadhan 
Senin – Kamis 07.00 sampai 14.00 12.00 sampai 13.00 
Jumat 07.00 sampai 14.30 11.30 sampai 13.00 
Sumber: Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat, diolah oleh praktikan. 
 
3. Tahap Pelaporan  
Setelah melaksanan kegiatan PKL selama kurang lebih dua bulan, 
praktikan menyusun laporan PKL untuk menyelesaikan mata kuliah PKL yang 
memiliki bobot dua SKS dan memenuhi syarat kelulusan Program Studi Strata 1 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Praktikan 







TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Sejarah Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Pusat 
Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan per tanggal 
11 September 1952 ini, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta disebut 
dengan Kantor Urusan Pajak. Seiring dengan perkembangan waktu, maka Dinas 
Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang disebut dengan Kantor Urusan 
Pajak sejak tahun 1952 ini telah beberapa kali berganti nama maupun struktur 
organisasinya Kemudian pada tahun 1966 unit kerja yang menangani pendapatan 
di DKI Jakarta bernama Urusan Pendapatan dan Pajak sebagai salah satu bagian 
dari Direktorat Keuangan DKI Jakarta. 
Berdasarkan ketetapan Pasal 49 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 
yang berisi pokok-pokok pemerintahan di daerah, menetapkan pembentukan 
susunan organisasi dan formasi Dinas Daerah dengan Peraturan Daerah sesuai 
dengan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri, maka dikeluarkan 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1983 pada tanggal 6 Oktober 1983, yaitu 
mengenai pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan 
Daerah DKI Jakarta yang juga merubah status dan nama dari Dinas Pajak dan 
Pendapatan DKI Jakarta telah berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah DKI 
Jakarta. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 84 Tahun 1995 
tentang pedoman organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta, 
maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1983 berganti menjadi Peraturan Daerah 
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Nomor 9 Tahun 1995 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah 
DKI Jakarta. 
Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1995 maka Gubernur 
Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan keputusan Nomor 1926 tentang rincian tugas, 
wewenang dan tanggung jawab seksi-seksi dan subbagian di lingkungan Dinas 
Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Akibat dari semakin luasnya cakupan 
pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka secara otomatis akan 
merubah kondisi organisasi perangkat daerah termasuk Dinas Pendapatan Daerah.  
Pemerintah Daerah membuat Peraturan Daerah baru mengenai organisasi 
daerah, yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DKI 
Jakarta. Pemerintah Daerah kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah pada tahun 
2008, yaitu mengenai Organisasi Perangkat Daerah yang merubah sebutan Dinas 
Pendapatan Daerah DKI Jakarta menjadi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI 
Jakarta dengan peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008. Dengan adanya 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 ini, sebagai Kepala Daerah Provinsi DKI 
Jakarta, Gubernur mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009, 
yaitu tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI 
Jakarta. 
Setiap perusahaan baik itu perusahaan swasta maupun instansi pemerintah, 
pastinya memilik visi, misi dan moto kerjanya tersendiri. Suku Dinas Pelayanan 
Pajak mempunyai Visi, Misi dan Moto kerja, yaitu sebagai berikut:  
a. Visi Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Jakarta Pusat  
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Pelayanan yang professional dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah. 
b. Misi Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Jakarta Pusat  
1. Mewujudkan perencanaan pelayanan pajak daerah yang inovatif  
2. Menjamin ketersediaan peraturan pelaksanaan pajak daerah dan 
melaksanakan penyuluhan peraturan pajak daerah serta menyelesaikan 
permasalahan hukum pajak daerah  
3. Mengembangkan sistem teknologi informasi dalam kegiatan pelayanan 
pajak daerah  
4. Mengembangkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana 
prasarana perpajakan daerah, pengelolaan keuangan serta perencanaan 
anggaran dan program dinas  
5. Mengoptimalkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
pelayanan pajak daerah  
6. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah  
c. Moto Kerja Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Jakarta Pusat  
Menjadikan Suku Dinas Pelayanan Pajak yang efisien  dan efektif dalam 
melaksanakan tugas pemungutan pajak dengan aparat yang bersih, transparan dan 
berorientasi pada pelayanan dan pencapaian target penerimaan. 
 
B. Struktur Organisasi  
Dalam pelaksanaan PKL, praktikan melaksanakan kegiatan PKL ini di 
Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat. Adapun struktur 
organisasi dari Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Jakarta tertuang pada Peraturan 
Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 242 Tahun 2014 
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Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Pasal 4 Ayat 2 yang 
terdiri dari kepala dinas yang dibawahi oleh wakil kepala dinas, dengan kepala 
dinas dan wakil kepala dinas maka dibawahi kembali dengan sekertariat beserta 
subbagian umum, kepegawaian, perencanaan, dan anggaran, keuangan. 
Selanjutnya, terdapat 4 bidang yang terdiri atas bidang perencanaan dan 
pengembangan pajak daerah, bidang teknologi informasi pajak daerah, bidang 
peraturan dan pelayanan hukum pajak daerah, dan bidang pengendalian dan 
pembinaan pajak daerah.  
Untuk saat ini terdapat beberapa perubahan struktur organisasi Dinas 
Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat yang tertuang pada Peraturan 
Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 44 Tahun 2016 
Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2014 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak. Peraturan Gubernur Nomor 44 
Tahun 2016 ini hanya menyempurnakan isi dari Peraturan Gubernur Nomor 242 
Tahun 2014, yang berarti bahwa isi dari peraturan tersebut tidak terlalu banyak 
perubahan, namun hanya ditambahkan tata kerjanya. Untuk lebih jelas, bagan 
struktur organisasi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada 
Lampiran 9. 
Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki 
struktur organisasi. Susunan organisasi Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota 
Administrasi Jakarta Pusat terdiri dari kepala dinas dengan mempunyai wakil 
kepala dinas. Selanjutnya, dibawahi oleh subbagian serta seksi yang ada, yaitu 
Seksi  Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi Pajak Daerah, Seksi Penilaian, 
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Pemeriksaan, dan Penetapan Pajak Daerah, Seksi Penagihan Pajak Daerah, Seksi 
Penyelesaian Pengurangan Keberatan dan Banding, dan yang terakhir, yaitu 
Subbagian Tata Usaha. Untuk lebih jelas, bagan struktur organisasi Suku Dinas 
Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat dapat dilihat pada Lampiran 10. 
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2014 dan juga 
Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016, terdapat penjelasan mengenai 
pelaksanaan tugas di dalam struktur Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota 
Administrasi Jakarta Pusat, di Peraturan Gubernur tersebut dijelaskan secara 
lengkap mengenai apa saja tugas-tugas yang dimiliki oleh Kepala maupun 
subbagian dan seksi-seksi yang ada di lingkungan Suku Dinas Pelayanan Pajak 
Kota Administrasi Jakarta Pusat.  
Berikut ini merupakan penjelasannya secara rinci. Pertama adalah Kepala 
Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang mempunyai 
tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas 
kota; mengoordinasikan pelaksanaan tugas subbagian, seksi dan subkelompok 
jabatan fungsional; melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan SKPD/ 
UKPD dan/ atau instansi pemerintah/ swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas dan 
fungsi Suku Dinas kota; mengoordinasikan pelayanan pemungutan pajak daerah 
pada Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Kota/ Kabupaten Administrasi; dan 
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku 
Dinas kota.  
Kepala Suku Dinas membawahi lima divisi yang terdiri dari satu 
subbagian dan empat seksi. Pertama adalah subbagian tata usaha yang merupakan 
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Satuan Kerja staf Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan administrasi Suku Dinas 
Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Subbagian Tata Usaha 
mempunyai tugas, yaitu sebagai berikut:  
a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku 
Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;  
b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku 
Dinas Kota dengan lingkup tugasnya;  
c. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan 
anggaran Suku Dinas Kota;  
d. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana 
strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota;  
e. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian Suku Dinas Kota;  
f. Melaksanakan pengelolaan keuangan Suku Dinas Kota;  
g. Melaksanakan pengelolaan barang Suku Dinas Kota;  
h. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Suku Dinas Kota;  
i. Melaksanakan pengelolaaan kearsipan Suku Dinas Kota;  
j. Memelihara kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban gedung kantor 
Suku Dinas Kota;  
k. Melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana 
kantor Suku Dinas Kota;  
l. Mengusulkan kebutuhan prasarana, sarana, perangkat keras, perangkat lunak 
serta jaringan data dan komunikasi;  
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m. Melaksanakan pengelolaan ruang rapat/ ruang pertemuan Suku Dinas Kota;  
n. Melaksanakan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Suku Dinas 
Kota;  
o. Melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Suku Dinas Kota;  
p. Menerima, menyimpan dan mendistribusikan peralatan kantor Suku Dinas 
Kota;  
q. Akuntabilitas Suku Dinas Kota; dan  
r. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas subbagian Tata 
Usaha.  
Lalu yang kedua adalah Seksi Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi 
Pajak Daerah yang merupakan Satuan Kerja Suku Dinas Kota dalam pelayanan 
pengawasan dan konsultasi pajak daerah yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi 
Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi Pajak Daerah mempunyai tugas, yaitu 
sebagai berikut: 
a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku 
Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya; 
b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku 
Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya; 
c. Melaksanakan koordinasi pelayanan dan pengolahan data dan informasi 
perpajakan daerah pada unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Kota/ Kabupaten 
Administrasi sesuai kewenangannya; 
16 
 
d. Melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, 
penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data 
Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan imbauan kepada Wajib 
Pajak; 
e. Memproses permohonan pembetulan Surat Setoran Pajak Daerah dan Surat 
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPtPD); 
f. Mengusulkan pemeriksaan atas subjek dan/ atau objek pajak daerah; 
g. Menerima dan mengadministrasikan permohonan pembetulan, keringanan, 
pembatalan, pengurangan ketetapan pajak dan/ atau sanksi administrasi pajak 
daerah; 
h. Menerima dan mengadministrasikan pengajuan permohonan angsuran, 
penundaan pembayaran, pemberian kompensasi, restitusi dan/atau 
pemindahbukuan; 
i. Melakukan bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan daerah kepada Unit 
Pelaksana Teknis dalam lingkup Kota/ Kabupaten Administrasi sesuai 
kewenangannya; 
j. Menyusun rencana penerimaan pajak daerah, laporan kinerja penerimaan dan 
pelayanan pemungutan pajak daerah sesuai dengan kewenangannya; 
k. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pajak daerah terkait 
dengan tugas Seksi Pelayanan, Pengawasan, dan Konsultasi Pajak Daerah; 
l. Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas Kota terkait dengan tugas Seksi 
Pelayanan, Pengawasan, dan Konsultasi Pajak Daerah; dan 
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m. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi 
Pelayanan, Pengawasan, dan Konsultasi Pajak Daerah. 
Lalu yang ketiga adalah Seksi Penilaian, Pemeriksaan, dan Penetapan 
Pajak Daerah yang merupakan Satuan Kerja Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan 
penilaian, pemeriksaan, dan penetapan pajak daerah yang dipimpin oleh seorang 
Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Suku Dinas. Seksi Penilaian, Pemeriksaan, dan Penetapan Pajak Daerah 
mempunyai tugas, yaitu sebagai berikut: 
a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku 
Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya; 
b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku 
Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya; 
c. Melaksanakan penilaian, pemeriksaan, dan penetapan pajak daerah; 
d. Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka kegiatan penilaian objek 
pajak daerah sesuai kewenangannya; 
e. Melaksanakan koordinasi pendataan pajak daerah pada Unit Pelaksana Teknis 
dalam lingkup Kota/ Kabupaten Administrasi sesuai kewenangannya; 
f. Melakukan analisis Nilai Indikasi Rata-rata dan Nilai Jual Objek Pajak 
(NJOP); 
g. Menghitung dan memperhitungkan pajak terutang; 
h. Membuat risalah dan nota perhitungan pajak daerah terutang; 
i. Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Pemeriksaan dan Penilaian 
Tahunan (RKPPT) pajak daerah; 
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j. Melaksanakan pemeriksaan subjek dan objek pajak daerah berdasarkan usulan 
dan/atau informasi lainnya; 
k. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pajak daerah yang 
terkait dengan tugas Seksi Penilaian, Pemeriksaan, dan Penetapan Pajak 
Daerah; 
l. Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas Kota terkait dengan tugas Seksi 
Penilaian, Pemeriksaan, dan Penetapan Pajak Daerah; dan 
m. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi 
Penilaian, Pemeriksaan, dan Penetapan Pajak Daerah. 
Lalu yang keempat adalah Seksi Penagihan Pajak Daerah yang merupakan 
Satuan Kerja Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan penagihan pajak daerah yang 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi Penagihan Pajak Daerah 
mempunyai tugas, yaitu sebagai berikut: 
a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku 
Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya; 
b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku 
Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya; 
c. Melakukan verifikasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dengan Surat 
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPtPD); 
d. Menerbitkan surat imbauan dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD); 
e. Melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa; 
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f. Melaksanakan penelitian dan analisis data-data dan kelengkapan dokumen 
wajib pajak yang akan dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa; 
g. Melaksanakan pengamanan barang sitaan dan pelaksanaan persiapan 
pelelangan; 
h. Menyusun laporan piutang pajak daerah; 
i. Menyusun daftar dan mengusulkan penghapusan piutang yang tidak dapat 
ditagih dan kadaluarsa; 
j. Memproses pengajuan permohonan angsuran, penundaan pembayaran, 
pemberian kompensasi, restitusi, dan/ atau pemindahbukuan; 
k. Melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis dan instansi terkait 
dalam rangka penagihan pajak; 
l. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pajak daerah yang 
terkait dengan tugas Seksi Penagihan Pajak Daerah; 
m. Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas Kota terkait dengan tugas Seksi 
Penagihan Pajak Daerah; dan 
n. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi 
Penagihan Pajak Daerah. 
Lalu yang terakhir adalah Seksi Penyelesaian Pengurangan Keberatan dan 
Banding yang merupakan Satuan Kerja Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan 
penyelesaian pengurangan, keberatan, dan banding sesuai dengan kewenangannya 
yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi Penyelesaian Pengurangan 
Keberatan dan Banding mempunyai tugas, yaitu sebagai berikut: 
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a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku 
Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya; 
b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku 
Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya; 
c. Melaksanakan penyelesaian pembetulan Surat Keputusan, pengurangan atau 
pembatalan ketetapan yang tidak benar, pengurangan ketetapan, pengurangan 
sanksi administrasi, keringanan, pembebasan, permohonan keberatan pajak 
daerah, banding, dan gugatan di Pengadilan Pajak; 
d. Melaksanakan penyusunan dan mengadministrasikan konsep uraian penelitian 
dan Surat Keputusan pembetulan Surat Keputusan, banding dan jawaban 
gugatan, pengurangan atau pembatalan ketetapan yang tidak benar, 
pengurangan ketetapan, pengurangan sanksi administrasi, keringanan, 
pembebasan dan keberatan pajak daerah; 
e. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep memori/kontra memori peninjauan 
kembali atas putusan banding; 
f. Mengelola penugasan untuk menghadiri sidang di Pengadilan Pajak; 
g. Melaksanakan penyimpanan dokumen penanganan banding dan gugatan; 
h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis yang terkait dengan tugas 
Seksi Penyelesaian Pengurangan, Keberatan, dan Banding; 
i. Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas Kota terkait dengan tugas Seksi 
Penyelesaian Pengurangan, Keberatan, dan Banding; dan 
j. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi 
Seksi Penyelesaian Pengurangan, Keberatan, dan Banding. 
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C. Kegiatan Umum Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta 
Pusat 
Suku Dinas Kota mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan 
pemungutan pajak daerah di wilayah Kota Administrasi sesuai dengan 
kewenangannya. Hal ini tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 242 Tahun 2014 Pasal 34 ayat 1. Namun saat ini, 
ada beberapa perubahan yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 
Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Pelayanan Pajak. 
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 44 
Tahun 2016 terdapat ketentuan ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g Pasal 
34 yang telah diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi bahwa Suku Dinas Kota 
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan pemungutan pajak daerah di 
wilayah Kota Administrasi sesuai dengan kewenangannya. Lalu pada Pasal 34 
ayat 2 menjelaskan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 
34 ayat 1 Suku Dinas Kota, menyelenggarakan fungsi yang pertama, yaitu 
penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas 
Kota; pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku 
Dinas Kota; pelayanan pemberian informasi perpajakan daerah; lalu penilaian, 
pemeriksaan, penetapan dan penagihan pajak daerah; pengawasan pembayaran 
dan pelaporan pajak daerah; pelayanan permohonan pembetulan, pembebasan, 
pengurangan, pembatalan, penghapusan, keringanan dan keberatan pajak daerah; 
kemudian pelayanan banding, gugatan dan peninjauan kembali pajak daerah; 
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pelaksanaan koordinasi dan supervisi pelayanan pemungutan pajak daerah pada 
lingkup Kota/ Kabupaten Administrasi; penyusunan bahan kebijakan, pedoman 
dan standar teknis pelayanan pemungutan pajak daerah pada Kota/ Kabupaten 
Administrasi; pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas Kota; 
pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Suku Dinas Kota; 
pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara, dan pengaturan acara Suku Dinas Kota; 
penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana 
dan sarana kerja Suku Dinas Kota; lalu penyiapan bahan laporan dinas yang 
terkait dengan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota; dan fungsi yang terakhir adalah 





















PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
Selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Suku Dinas 
Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat yang berlangsung selama kurang 
lebih dua bulan, praktikan ditempatkan secara bergantian pada seluruh subbagian 
dan seksi yang ada di Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta 
Pusat. Subbagian dan Seksi di Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi 
Jakarta Pusat terdiri dari Subbagian Tata Usaha, Seksi  Pelayanan, Pengawasan 
dan Konsultasi Pajak Daerah, Seksi Penilaian, Pemeriksaan, dan Penetapan Pajak 
Daerah, Seksi Penagihan Pajak Daerah, dan Seksi Penyelesaian Pengurangan 
Keberatan dan Banding. Pergantian tersebut dilakukan setiap seminggu sekali 
selama kurang lebih dua bulan masa PKL berlangsung. 
Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf Suku Dinas Pelayanan 
Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat yang berfungsi untuk pelaksanaan 
administrasi Suku Dinas Kota. Bidang kerja yang dilakukan oleh subbagian tata 
usaha adalah mengelola kepegawaian, keuangan, barang, ketatausahaan serta 
kearsipan Suku Dinas Kota. Lalu melaksanakan, mengelola, dan mendistribusikan  
penyediaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana kantor Suku Dinas 
Kota. Selain itu juga, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas subbagian tata usaha. 
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Seksi Pelayanan, Pengawasan, dan Konsultasi Pajak Daerah merupakan 
satuan kerja Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat yang 
berfungsi untuk pelayanan pengawasan dan konsultasi pajak daerah. Bidang kerja 
yang dilakukan oleh Seksi Pelayanan, Pengawasan, dan Konsultasi Pajak Daerah 
adalah melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, 
lalu mengusulkan pemeriksaan atas subjek dan/ atau objek pajak daerah, lalu 
menyusun rencana penerimaan pajak daerah, melakukan bimbingan dan 
konsulatsi teknis perpajakan daerah, menyiapkan bahan perumusan kebijakan 
teknis pelayanan pajak daerah, serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan 
pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan, Pengawasan, dan Konsultasi Pajak Daerah. 
Seksi Penilaian, Pemeriksaan, dan Penetapan Pajak Daerah merupakan 
satuan kerja Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat yang 
berfungsi untuk pelaksanaan penilaian, pemeriksaan, dan penetapan pajak daerah. 
Bidang Kerja yang dilakukan oleh Seksi Penilaian, Pemeriksaan, dan Penetapan 
Pajak Daerah adalah mengumpulkan data dan informasi kegiatan penilaian objek 
pajak daerah, lalu melaksanakan koordinasi pendataan pajak daerah, menghitung 
dan memperhitungkan pajak terutang, melaksanakan pemeriksaan subjek dan 
objek pajak daerah, serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksaan 
tugas Seksi Penilaian, Pemeriksaan, dan Penetapan Pajak Daerah. 
Seksi Penagihan Pajak Daerah merupakan satuan kerja Suku Dinas 
Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat yang berfungsi untuk 
pelaksanaan penagihan pajak daerah. Bidang Kerja yang dilakukan oleh Seksi 
Penagihan Pajak Daerah adalah melakukan verifikasi Surat Setoran Pajak Daerah 
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dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, lalu menerbitkan surat imbauan dan 
Surat Tagihan Pajak Daerah, melaksanakan penagihan pajak daerah, menyusun 
laporan piutang pajak daerah, menyusun, mengusulkan dan memproses pengajuan 
permohonan angsuran, penundaan pembayaran dan pemberian kompensasi. Selain 
itu juga, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi 
Penagihan Pajak Daerah. 
Seksi Penyelesaian Pengurangan Keberatan dan Banding merupakan 
Satuan Kerja Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat yang 
berfungsi untuk pelaksanaan penyelesaian pengurangan, keberatan, dan banding 
sesuai dengan kewenangannya. Bidang Kerja yang dilakukan oleh Seksi 
Penyelesaian Pengurangan Keberatan dan Banding adalah melaksanakan 
penyelesaian permohonan keberatan pajak daerah, banding, dan gugatan di 
Pengadilan Pajak. Lalu mengelola penugasan untuk menghadiri siding, 
melaksanakan penyimpanan dokumen banding dan gugatan, serta melaporkan dan 
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Penyelesaian Pengurangan 
Keberatan dan Banding. 
 
B. Pelaksanaan Kerja 
Dalam pelaksanaan kerja di Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota 
Administrasi Jakarta Pusat, praktikan harus memahami alur kerja yang digunakan 
dan memahami berkas-berkas yang akan digunakan selama masa PKL. Praktikan 
dituntut memiliki ketelitian dan pemahaman yang cukup dalam mengerjakan dan 
menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan oleh para pegawai Suku Dinas 
Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat. 
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Dalam Pelaksaan kerja, Praktikan ditempatkan di bagian yang berbeda-
beda setiap minggunya. Setiap seminggu sekali praktikan berganti bidang kerja 
sesuai dengan Subbagian dan juga Seksi yang ada di Suku Dinas Pelayanan Pajak 
Kota Administrasi Jakarta Pusat. Praktikan memulai kegiatan PKL pada tanggal 
13 Juni hingga 17 Juni 2016 di Subbagian Tata Usaha. Tanggal 20 Juni hingga 24 
Juni 2016 serta Tanggal 25 Juli hingga 29 Juli 2016 praktikan ditempatkan di 
Seksi Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi Pajak Daerah. Pada tanggal 27 Juni 
hingga 1 Juli 2016 serta Tanggal 1 Agustus hingga 5 Agustus 2016 praktikan 
ditempatkan di Seksi Penilaian, Pemeriksaan, dan Penetapan Pajak Daerah. Lalu 
di Tanggal 11 Juli hingga 15 Juli 2016 serta Tanggal 8 Agustus hingga 12 
Agustus 2016 praktikan ditempatkan di Seksi Penagihan Pajak Daerah. Kemudian 
pada Tanggal 18 Juli hingga 22 Juli 2016 praktikan ditempatkan di Seksi 
Penyelesaian Pengurangan Keberatan dan Banding. Untuk lebih jelas, jadwal 
kegiatan PKL terdapat di Lampiran 6. 
Setiap hari pertama ditempatkan di Seksi/ Subbag yang ada, praktikan 
harus menemui Kepala Seksi/ Subbag terlebih dahulu untuk diberikan pengarahan 
mengenai bidang kerja yang akan dikerjakan selama berada di Subbag atau Seksi 
tersebut. Setelah menemui Kepala Seksi/ Subbag selanjutnya praktikan 
diperkenalkan kepada para pegawai yang ada di Seksi/ Subbag tersebut. Praktikan 
dibimbing terlebih dahulu sebelum melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh 
para pegawai maupun kepala seksi. 
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Di bawah ini merupakan tugas-tugas yang diberikan kepada praktikan 
selama menjalani kegiatan PKL di Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota 
Administrasi Jakarta Pusat, yaitu sebagai berikut: 
1. Subbagian Tata Usaha: 
a. Meng-input dokumen surat masuk; 
b. Memberikan nomor surat pada dokumen surat masuk; 
c. Mengarsipkan dokumen surat masuk; 
2. Seksi Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi Pajak Daerah: 
a. Mengecek laporan pengirimin surat melalui website Djakarta Express;  
b. Mendata surat apa saja yang sudah sampai, yang kembali ke pos, dan yang 
masih dalam proses pengiriman melalui website Djakarta Express; 
c. Mendata Wajib Pajak yang memiliki NOPD ganda;  
d. Merekapitulasi kode Barcode dan nomor IMEI yang terdapat pada alat e-
POS yang akan didistribusikan kepada Wajib Pajak; 
3. Seksi Penilaian, Pemeriksaan, dan Penetapan Pajak Daerah: 
a. Mendata Wajib Pajak yang sudah tutup; 
b. Memvalidasi Daftar objek Pajak Baru yang sudah terlebih dahulu di 
validasi oleh UPPD; 
c. Mendata dokumen Wajib Pajak Baru melalui website 
pendataanpajak.jakarta.go.id; dan 
d. Membuat surat pengantar yang berisi Laporan Hasil Pendataan Instruksi 




4. Seksi Penagihan Pajak Daerah: 
a. Memeriksa daftar setoran masa dan perbaikan pajak restoran di Sistem 
Pendataan Pajak Daerah;  
b. Mendata NOPD restoran wilayah Grand Indonesia;  
c. Membuat Surat Tagihan Pajak Daerah melalui website Sistem Pemungutan 
Pajak Daerah (SP2D); 
5. Seksi Penyelesaian Pengurangan Keberatan dan Banding: 
a. Merekapitulasi laporan penjualan Dunkin Donuts; 
b. Merekapitulasi data pengurangan pajak Dunkin Donuts selama 5 tahun 
(2011-2015); dan 
c. Meng-input Rekening Koran PT Halim Bangun Sarana Indah. 
Berikut ini merupakan penjelasan secara lebih rinci dari tugas-tugas yang 
telah diberikan kepada praktikan selama melakukan kegiatan PKL di Suku Dinas 
Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai dengan Seksi/ Subbag-
nya: 
1. Subbagian Tata Usaha 
Praktikan ditempatkan di Subbagian Tata Usaha pada minggu pertama. Pada 
Subbagian Tata Usaha ini praktikan diberi beberapa tugas sebagai berikut: 
a. Meng-input Dokumen surat masuk 
Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Adminitrasi Jakarta Pusat merupakan 
instansi Pemerintahan yang menaungi bidang perpajakan daerah. Dengan 
demikian, setiap harinya kantor tempat praktikan melaksanakan kegiatan PKL ini 
selalu menerima berbagai surat masuk, baik dari sesama instansi Pemerintah 
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maupun dari Wajib Pajak.  Agar semua surat masuk dapat terkendali dengan baik, 
setiap harinya jika ada surat masuk, surat tersebut harus langsung di-input 
kedalam sistem pembukuan maupun ke sistem komputer agar jika dikemudian 
hari surat tersebut dibutuhkan dapat langsung dicari secara cepat dengan 
menggunakan data di komputer. Hasil pekerjaan praktikan dapat dilihat pada 
Lampiran 11.  
Berikut adalah langkah-langkah meng-input dokumen surat masuk: 
1) Pertama surat masuk harus dicatat secara manual di pembukuan surat masuk. 
Di buku tersebut terdapat kolom-kolom yang berisikan data mengenai surat 
tersebut seperti nomor surat, tanggal terima surat, pokok surat, dan lain-lain.  
2) Kedua, setelah dicatat secara manual di pembukuan, data tersebut harus 
dicatat kembali di sistem komputer, yaitu di Microsoft Excel yang juga telah 
terdapat berbagai kolom yang sama dengan buku surat masuk.  
3) Setelah meng-input dokumen surat masuk ke dalam buku surat masuk dan 
juga ke sistem komputer, praktikan mencetak lembar disposisi untuk setiap 
surat masuk dan kemudian di serahkan ke kepala suku dinas.  
b. Memberikan nomor surat pada dokumen surat masuk 
Setiap surat masuk yang hendak di masukkan ke dalam pembukuan surat 
masuk maupun ke dalam sistem komputer, surat tersebut harus diberi nomor surat. 
Hal ini dikarenakan agar semua surat-surat masuk dapat terkendali dan tersusun 
secara rapih sesuai tanggal terima surat tersebut.  
Semua surat masuk harus selalu dicatat. Untuk nomor surat selalu 
menggunakan rumus yakni kolom nomor surat sebelum +1. Penggunaan rumus 
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dalam penomoran setiap surat masuk dan surat keluar berguna untuk 
meminimalisir kesalahan dalam pencatatan nomor surat. 
c. Mengarsipkan dokumen surat masuk 
Setelah surat masuk dibaca oleh Kepala Suku Dinas, surat tersebut 
diperbanyak dengan cara difotokopi untuk segera diedarkan kepada Seksi yang 
bersangkutan dengan surat tersebut. Saat pendistribusian surat masuk, lembar 
disposisi harus selalu ditandatangani oleh pegawai seksi yang bersangkutan. 
Setelah ditandatangani, praktikan baru bisa mengarsipkan disposisi/ surat/ 
dokumen tersebut di dalam dokumen arsip sesuai dengan jenisnya. Hasil 
pekerjaan praktikan dapat dilihat pada Lampiran 12. 
 
2. Seksi Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi Pajak Daerah 
Praktikan ditempatkan di Seksi Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi 
Pajak Daerah pada minggu kedua dan minggu keenam. Pada Seksi Pelayanan, 
Pengawasan dan Konsultasi Pajak Daerah ini praktikan diberi beberapa tugas 
sebagai berikut: 
a) Mengecek laporan pengiriman surat melalui website Djakarta Ekspress 
Djakarta Ekspress merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa 
pengiriman surat, barang, dan dokumen. Dalam jasa Pengiriman surat, barang, dan 
dokumen PT Djakarta Ekspress Indonesia ini dipercaya oleh beberapa Instansi 
Pemerintah & BUMN salah satunya, yaitu Direktorat Jendral Pajak. Karena Suku 
Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat bernaung di bawah 
Direktorat Jendral Pajak, maka Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi 
Jakarta Pusat ini juga memiliki kerjasama dengan PT Djakarta Ekspress dalam hal 
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pengiriman surat. Surat-surat yang dimaksud, yaitu surat yang berkaitan atau yang 
akan dikirimkan kepada Wajib Pajak.  
Praktikan mendapatkan pekerjaan dari Seksi Pelayanan, Pengawasan, dan 
Konsultasi Pajak Daerah, yaitu salah satunya adalah mengecek laporan 
pengiriman surat melalui website Djakarta Ekspress. Praktikan diharuskan 
mengecek apakah surat-surat tersebut sudah sampai kepada Wajib Pajak, masih 
dalam proses ataupun kembali kepos. Hasil pekerjaan praktikan dapat dilihat pada 
Lampiran 13. 
Berikut adalah langkah-langkah dalam pengecekan surat melalui website 
Djakarta Ekspress: 
1) Pertama praktikan harus membuka website Djakarta Express, yaitu 
djakartaekspress.co.id 
2) Kedua, setelah muncul halaman home Djakarta Ekspress, praktikan mengklik 
tulisan Pengecekan Surat yang ada di kotak warna biru di pojok kanan atas. 
Lalu setelah itu praktikan mengisi kolom username dan password yang telah 
dimiliki oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Pusat. 
3) Setelah berhasil masuk, praktikan mengisi kolom pencarian data sesuai 
tanggal masuk surat. Tanggal masuk surat yang dimaksud adalah tanggal 
dimana Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Pusat memberikan surat-surat 
yang akan dikirim kepada PT Djakarta Ekspress Indonesia. 
4) Lalu setelah praktikan mengklik tombol tampilkan, baru akan muncul 
beberapa surat yang sesuai dengan tanggal masuk surat tersebut. 
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Ditampilannya diketahui status surat tersebut, apakah sudah sampai, masih 
dalam proses, atau bahkan kembali ke pos karena alasan tertentu. 
b) Mendata surat apa saja yang sudah sampai, yang kembali ke pos, dan 
yang masih dalam proses pengiriman melalui website Djakarta Ekspress 
Setelah praktikan mengecek laporan pengiriman surat melalui website 
Djakarta Ekspress, praktikan diharuskan mendata status surat-surat tersebut dan 
juga mencatatnya. Tugas ini merupakan tugas lanjutan dari pekerjaan yang sudah 
dijelaskan di poin sebelumnya, yaitu poin a. Dengan mengikuti langkah-langkah 
pengecekan surat melalui website Djakarta Ekspress di poin a tersebut, praktikan 
akan mengetahui berapa surat yang sudah sampai, berapa surat yang masih dalam 
proses, dan juga berapa surat yang kembali ke pos. Lalu praktikan akan 
mencatatnya di sistem komputer agar pegawai Seksi Pelayanan, Pengawasan, dan 
Konsultasi Pajak Daerah bisa langsung menindaklanjuti surat-surat yang tidak 
sampai kepada Wajib Pajak. Tindak lanjut dari tugas ini adalah pegawai Seksi 
Pelayanan, Pengawasan, dan Konsultasi Pajak Daerah akan mengecek kembali 
kelengkapan alamat surat yang tidak sampai kepada wajib pajak, agar dapat 
dikirim kembali melalui Djakarta Ekspress. Hasil pekerjaan praktikan dapat 
dilihat pada Lampiran 14. 
c) Mendata Wajib Pajak yang memiliki NOPD ganda 
Seksi Pelayanan, Pengawasan, dan Konsultasi Pajak Daerah memiliki 
beberapa data mengenai Wajib Pajak. Pada data tersebut diketahui bahwa ada 
beberapa Wajib Pajak yang memiliki NOPD ganda atau memiliki dua NOPD. 
NOPD merupakan Nomor Objek Pajak Daerah. Setiap Wajib Pajak dari Objek 
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Pajak Daerah diharuskan memiliki NOPD nya masing-masing. Tujuannya adalah 
agar pihak Kantor Pajak dapat mengecek mengenai data si Wajib Pajak tersebut 
berdasarkan NOPD yang telah mereka miliki. Praktikan diberikan tugas untuk 
mendata Wajib Pajak yang memiliki NOPD ganda, agar selanjutnya dapat 
ditindaklanjuti oleh pegawai Seksi Pelayanan, Pengawasan, dan Konsultasi Pajak 
Daerah. Tujuan dari pekerjaan ini adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman 
dikemudian hari. Contoh kasus dari pekerjaan ini adalah, di Bulan Juli 2016 
diketahui oleh pegawai Seksi Pelayanan, Pengawasan, dan Konsultasi Pajak 
Daerah bahwa ada objek pajak restoran yang memiliki NOPD ganda. NOPD yang 
pertama diketahui bernama Bakmi Jawa, sedangkan ada lagi NOPD yang sama 
tetapi hanya berbeda di nama restorannya saja, yaitu Jawa Bakmi. Pegawai Seksi 
Pelayanan, Pengawasan, dan Konsultasi Pajak Daerah mengetahui hal tersebut 
saat menerima data dari pegawai Seksi Penagihan Pajak Daerah bahwa NOPD 
dengan nama Bakmi Jawa belum melunasi kewajiban perpajakannya. Saat 
pegawai Pelayanan, Pengawasan, dan Konsultasi Pajak Daerah mengeceknya di 
Sistem Pendataan Pajak Daerah (SP2D), diketahui bahwa NOPD tersebut ganda 
atau ada dua NOPD yang memiliki nomor sama tetapi dengan nama objek pajak 
yang berbeda. NOPD yang bernama Jawa Bakmi telah melakukan pembayaran 
pajaknya. Tentu saja hal ini harus segera ditindaklanjuti agar tidak terjadi 
kesalahpahaman antara Wajib Pajak dan juga pihak Kantor Pajak. Oleh karena itu, 
pihak Kantor Pajak harus menghapus salah satu NOPD yang tidak aktif. Untuk 
mengetahui yang mana NOPD yang aktif dari keduanya yaitu dengan cara  
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mengeceknya di dokumen Data Objek Pajak Aktif Suku Dinas Pelayanan Pajak 
Kota Administrasi Jakarta Pusat. 
Berikut adalah langkah-langkah dalam mendata Wajib Pajak yang 
memiliki NOPD ganda: 
1) Langkah pertama praktikan diberikan dokumen mengenai Data Objek Pajak 
Aktif Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dokumen 
tersebut berisikan mengenai data-data Wajib Pajak Aktif yang berada di 
wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Di dokumen tersebut terdapat 
beberapa Wajib Pajak yang memiliki NOPD yang sama.  
2) Selanjutnya, praktikan akan mendata Wajib Pajak apa saja yang memiliki 
NOPD ganda. Praktikan mencatatnya di dokumen usulan dilakukan 
penghapusan dari daftar objek pajak aktif karena tutup atau tidak ditemukan 
yang berbentuk dokumen Microsoft excel yang telah diberikan sebelumnya 
oleh pegawai Seksi Pelayanan, Pengawasan, dan Konsultasi Pajak Daerah.  
3) Setelah praktikan selesai mendata, praktikan memberikan hasil kerja praktikan 
kepada pegawai Seksi Pelayanan, Pengawasan, dan Konsultasi Pajak Daerah. 
Tindak lanjut dari pekerjaan ini adalah pegawai Seksi Pelayanan, Pengawasan, 
dan Konsultasi Pajak Daerah akan meminta kepada Bidang Pengendalian dan 
Pembinaan Kinerja Pajak Daerah untuk menghapus salah satu NOPD, agar 
wajib pajak yang bersangkutan tidak lagi memiliki NOPD ganda. Hasil 




d) Merekapitulasi kode Barcode dan nomor IMEI yang terdapat pada alat 
e-POS yang akan didistribusikan kepada Wajib Pajak 
Tahun 2016, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya dibidang 
perpajakan membuat terobosan baru. Untuk mencatat dan memonitor banyaknya 
usaha tersebut diperlukan suatu terobosan cara yang cepat. Dibutuhkan alat untuk 
mencatat transaksi penjualan usaha Wajib Pajak hotel, hiburan, dan restoran yang 
terdiri dari perangkat keras yang sudah siap pakai untuk merekam transaksi 
penjualan, mendokumentasikan laporan penjualan, dan mengirimkan data tersebut 
ke DPP sehingga tidak ada lagi kendala bagi wajib pajak untuk melaporkan pajak 
mereka setiap bulannya. Salah satu alat elektronik yang dipakai adalah e-POS 
(Electronic Payment Online System). 
Karena alat transaksi e-POS ini baru akan didistribusikan kepada Wajib 
Pajak di pertengahan tahun 2016, maka praktikan ditugaskan untuk merekapitulasi 
kode barcode dan nomor IMEI yang terdapat pada alat e-POS yang akan 
didistribusikan kepada Wajib Pajak. Setiap masing-masing alat e-POS memiliki 
kode barcode dan nomor IMEI yang berbeda-beda. Praktikan diharuskan untuk 
mencatat nomor tersebut sesuai wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kota 
Administrasi Jakarta Pusat. Pekerjaan ini dilakukan dengan tujuan agar pihak 
Suku Dinas Pelayanan Pajak mengetahui alat e-pos dapat terdistribusi dengan baik 
oleh pihak Kecamatan. Hasil pekerjaan praktikan dapat dilihat pada Lampiran 16. 
Berikut adalah langkah-langkah dalam merekapitulasi kode barcode dan 
nomor IMEI yang terdapat pada alat e-POS: 
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1) Pertama praktikan diberikan beberapa alat elektronik e-POS. Lalu untuk 
mendapatkan kode barcode dan nomor IMEI, praktikan harus terlebih dahulu 
menyalakan alat e-POS tersebut. Setelah muncul home pada alat tersebut, 
praktikan mengklik tombol setting, lalu kemudian barulah muncul kode 
barcode dan nomor IMEI.  
2)  Setelah muncul kode barcode dan nomor IMEI pada alat tersebut, praktikan 
harus segera mencatat keduanya di Microsoft Excel. Di Microsoft Excel 
tersebut praktikan mencatat kode barcode dan nomor IMEI sesuai dengan 
wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat.  
3) Setelah proses pencatatan selesai, praktikan ditugaskan untuk membuat surat 
pengantar bahwa setiap kecamatan telah memiliki beberapa alat e-POS dengan 
kode barcode dan nomor IMEI yang sudah tercatat sebelumnya, untuk 
kemudian dikirimkan kepada Wajib Pajak. Setiap Kecamatan memiliki 
penanggung jawab, yaitu pegawai Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota 
Administrasi Jakarta Pusat yang memang sudah diberikan tugas dan tanggung 
jawab tersendiri.  
4) Tahap terakhir, yaitu jika surat pengantar tersebut sudah selesai dibuat oleh 
praktikan, praktikan ditugaskan untuk meminta tanda tangan para 
penanggungjawab sesuai wilayah Kecamatan masing-masing. Setelah surat 
tersebut ditanda tangan, barulah alat e-POS bisa langsung dikirimkan kepada 





3. Seksi Penilaian, Pemeriksaan, dan Penetapan Pajak Daerah 
Praktikan ditempatkan di Seksi Penilaian, Pemeriksaan, dan Penetapan 
Pajak Daerah pada minggu ketiga dan minggu ketujuh. Untuk menguji kepatuhan 
Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Direktorat Jenderal 
Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Pelaksanaan 
pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap 
Wajib Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Siti 
Resmi, 2007). Pada Seksi Penilaian, Pemeriksaan, dan Penetapan Pajak Daerah ini 
praktikan diberi beberapa tugas sebagai berikut: 
a) Mendata Wajib Pajak yang sudah tutup 
Seksi Penilaian, Pemeriksaan, dan Penetapan Pajak Daerah memiliki tugas 
untuk memeriksa Wajib Pajak yang bermasalah terhadap pembayaran pajaknya. 
Praktikan diberikan tugas untuk mendata Wajib Pajak tutup yang telah diperiksa 
oleh pegawai Seksi Penilaian, Pemeriksaan, dan Penetapan Pajak Daerah. Wajib 
Pajak tutup merupakan Wajib Pajak yang tidak lagi memiliki usaha, atau bisa 
dikatakan usaha yang mereka miliki sudah tidak aktif lagi dikarenakan suatu hal, 
misalnya saja mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, Wajib Pajak tersebut 
harus segera di data untuk kemudian dihapuskan dari daftar objek pajak aktif 
Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat. Hasil kerja 
praktikan dapat dilihat pada Lampiran 17. 
Berikut adalah langkah-langkah dalam mendata Wajib Pajak yang sudah 
tutup: 
1) Pertama praktikan diberikan dokumen-dokumen yang berisikan data hasil 
pemeriksaan cek lapangan yang telah diisi sebelumnya oleh pihak pegawai 
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saat sedang memeriksa Wajib Pajak tersebut. Dokumen tersebut berupa kertas 
kerja pemeriksaan pajak, yaitu meliputi semua berkas yang dikumpulkan 
selama berlangsungnya pemeriksaan sebagai bukti telah dilaksanakan 
prosedur-prosedur pemeriksaan dan telah diikutinya standar pemeriksaan 
(Waluyo, 2010). Dokumen tersebut berisikan data objek pajak restoran, hotel, 
dan juga hiburan. Untuk mempermudah praktikan dalam mendata Wajib Pajak 
yang sudah tutup tersebut, praktikan sebelumnya memisahkan dokumen-
dokumen tersebut sesuai dengan jenis objek pajaknya. 
2) Selanjutnya setelah praktikan selesai memisahkan dokumen-dokumen tersebut 
sesuai dengan jenis objek pajaknya, praktikan diberikan softcopy data Wajib 
Pajak yang tutup wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa data excel. 
Di softcopy data excel yang masih kosong tersebut, sudah ada tabel-tabel yang 
harus diisi sesuai dengan dokumen hasil pemeriksaan yang telah diberikan 
sebelumnya kepada praktikan, seperti NOPD, nama usaha, alamat usaha, 
objek pajak, kecamatan, serta hasil cek lapangan, yaitu tutup/ tidak ditemukan. 
3) Cara untuk mengetahui Wajib Pajak tersebut sudah tutup atau belum adalah 
praktikan harus membaca isi dari dokumen hasil pemeriksaan tersebut. Jika 
dokumen tersebut dicoret atau diberikan tanda silang oleh pihak pemeriksa, 
maka praktikan bisa mendata Wajib Pajak tersebut sebagai Wajib Pajak yang 
sudah tutup. Tetapi jika dokumen hasil pemeriksaan tersebut diisi lengkap 
oleh pihak pemeriksa, maka Wajib pajak tersebut bisa disebut sebagai Wajib 
Pajak yang masih aktif atau bisa disebut tidak ditemukan sesuai dengan 
keterangan yang diisi oleh pihak pemeriksa. Tidak ditemukan maksudnya 
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adalah saat pihak pemeriksa mendatangi lokasi Wajib Pajak tersebut, nama 
Wajib Pajak yang ada di lokasi tidak sama dengan nama yang seharusnya 
diperiksa oleh pihak pemeriksa atau dengan kata lain Wajib Pajak tersebut 
sudah berpindah alamat.  
4) Setelah pekerjaan diselesaikan oleh praktikan, hasil dari pekerjaan praktikan 
akan segera ditindaklanjuti oleh pegawai Seksi Penilaian, Pemeriksaan, dan 
Penetapan Pajak Daerah. Tindak lanjut dari pekerjaan ini adalah pegawai 
Seksi Penilaian, Pemeriksaan, dan Penetapan Pajak Daerah akan mengirimkan 
data Wajib Pajak yang tutup tersebut ke Bidang Pengendalian dan Pembinaan 
Kinerja Pajak Daerah untuk segera menghapus data tersebut agar tidak lagi 
menjadi Wajib Pajak. 
b) Memvalidasi daftar objek pajak baru yang sudah terlebih dahulu 
divalidasi oleh UPPD 
Sesuai dengan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendataan 
Potensi Pajak Daerah, Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta 
Pusat memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pendataan 
potensi pajak daerah yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD), 
Kecamatan, dan Kelurahan. Selain itu juga Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota 
Administrasi Jakarta Pusat ditugaskan untuk menerima, mengkoreksi, dan 
menindaklanjuti hasil pelaksanaan pendataan dari UPPD tentang potensi pajak 
daerah sebelum akhirnya melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pendataan 
tersebut kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.  
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Praktikan diberikan tugas untuk mengkoreksi hasil pendataan potensi 
pajak daerah serta memvalidasi daftar objek pajak baru yang sudah terlebih 
dahulu divalidasi oleh pihak UPPD melalui website pendataan objek pajak daerah. 
Tujuan dari pekerjaan ini adalah memeriksa lebih lanjut pekerjaan pihak UPPD 
dalam memvalidasi data objek pajak baru. Memvalidasi disini dengan kata lain 
merupakan pengesahan bahwa data objek pajak baru tersebut sudah layak untuk 
segera dikukuhkan menjadi Wajib Pajak aktif. Yang memiliki hak untuk 
mengkukuhkan data objek pajak baru tersebut menjadi Wajib Pajak aktif adalah 
pihak Bidang Pengendalian dan Pembinaan Kinerja Pajak Daerah. Hasil dari 
pekerjaan praktikan dapat terlihat di Lampiran 18.  
 Berikut adalah langkah-langkah dalam memvalidasi daftar objek pajak 
baru: 
1) Pertama, praktikan mengakses website pendataan objek pajak daerah, yaitu 
pendataanpajak.jakarta.go.id. Setelah itu untuk masuk ke dalam sistem 
tersebut dilakukan oleh pegawai. Setelah berhasil masuk praktikan membuka 
menu data objek pajak. Lalu kemudian akan muncul pilihan objek pajak yang 
ingin dicari, yaitu Bumi dan Bangunan, Hiburan, Hotel, Parkir, Restoran, dan 
juga Reklame. 
2) Kedua, praktikan harus memilih objek pajak yang akan di koreksi, lalu klik 
pendataan baru. Setelah itu praktikan harus memilih kecamatan dan kelurahan 
yang akan dituju, lalu baru akan muncul beberapa data objek pajak baru sesuai 
kelurahan dan kecamatan yang praktikan pilih sebelumnya.  
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3) Dari data objek pajak baru yang muncul tersebut, praktikan memilih data yang 
sudah divalidasi oleh pihak UPPD. Tanda jika data tersebut sudah divalidasi 
oleh pihak UPPD adalah adanya tanda jempol berwarna kuning di kolom 
validasi. Tugas praktikan selanjutnya adalah mengkoreksi data objek pajak 
baru yang sudah divalidasi oleh pihak UPPD dengan mengklik menu ubah 
data. Kemudian selanjutnya akan muncul data objek pajak baru secara lebih 
detail.  
4) Jika data tersebut sudah lengkap, praktikan harus memvalidasi data tersebut 
dengan cara mengklik tanda validasi di pojok kanan bawah. Setelah itu akan 
muncul tampilan konfirmasi validasi. Praktikan bisa memilih salah satu 
diantara disetujui atau ditolak/ dikembalikan. Jika data objek pajak baru 
tersebut sudah lengkap, maka praktikan akan memilih disetujui kemudian 
langsung menyimpan data agar muncul tanda jempol bewarna orange yang 
berarti bahwa data tersebut sudah divalidasi oleh pihak Suku Dinas Pelayanan 
Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat. Tetapi jika data tidak lengkap, maka 
praktikan harus memilih ditolak/ dikembalikan agar pihak UPPD kembali 
mengkoreksi data tersebut. 
c) Mendata dokumen Wajib Pajak Baru melalui website Pendataan Objek 
Pajak Daerah 
Setiap sebulan sekali, Seksi Penilaian, Pemeriksaan, dan Penetapan Pajak 
Daerah diharuskan mengecek dokumen Wajib Pajak baru melalui website 
Pendataan Objek Pajak Daerah. Praktikan diberikan tugas untuk mendata 
dokumen Wajib Pajak baru melalui website Pendataan Objek Pajak Daerah. Tugas 
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ini merupakan kelanjutan tugas dari pekerjaan poin b, yaitu memvalidasi data 
objek pajak baru yang sudah terlebih dahulu divalidasi oleh pihak UPPD. 
Praktikan ditugaskan untuk menghitung berapa jumlah Wajib Pajak baru yang 
terdata di bulan Juli dan Agustus. Hasil pekerjaan praktikan dapat terlihat di 
Lampiran 19. 
Berikut adalah langkah-langkah dalam memdata dokumen Wajib Pajak 
Baru melalui website Pendataan Objek Pajak Daerah: 
1) Langkah pertama, praktikan akan mengakses website Pendataan Objek Pajak 
Daerah, yaitu pendataanpajak.jakarta.go.id. Website tersebut terdapat beberapa 
dokumen Wajib Pajak baru yang sudah di-input oleh kelurahan masing-
masing. Setelah di-input oleh Kelurahan, lalu selanjutnya akan di cek kembali 
oleh pihak UPPD. Selanjutnya jika pihak UPPD telah memvalidasi dokumen 
tersebut. Pihak Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat 
juga akan mengecek kembali dan jika data tersebut telah lengkap maka akan 
divalidasi. Langkah-langkah memvalidasi Daftar Objek Pajak Baru terdapat di 
poin c.  
2) Setelah muncul halaman pertama website Pendataan Objek Pajak Daerah, 
praktikan harus masuk agar bisa mengakses website tersebut. Untuk masuk ke 
dalam sistem tersebut dilakukan oleh pegawai. Setelah berhasil masuk 
praktikan membuka menu data objek pajak. Lalu kemudian akan muncul 
pilihan objek pajak yang ingin didata, yaitu Bumi dan Bangunan, Hiburan, 
Hotel, Parkir, Restoran, dan juga Reklame. 
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3) Praktikan diberikan data rekapitulasi Pendataan Pajak Instruksi Gubernur 
Nomor 5 Tahun 2016 periode bulan Juni 2016 dalam bentuk Excel. Data yang 
dibutuhkan hanyalah objek pajak hiburan, hotel, parkir, restoran, dan juga 
reklame. Praktikan mendata satu persatu dari objek pajak tersebut. Untuk 
mendapatkan data tersebut, setelah membuka menu data objek pajak di 
website Pendataan Objek Pajak Daerah, praktikan memilih objek pajak yang 
akan di data, lalu klik pendataan baru. Setelah itu praktikan harus memilih 
kecamatan dan kelurahan yang akan dituju, lalu baru akan muncul beberapa 
data objek pajak baru sesuai kelurahan dan kecamatan yang praktikan pilih 
sebelumnya 
4) Setelah muncul beberapa data objek pajak baru sesuai kelurahan dan 
kecamatan tersebut, praktikan akan mendata dan kemudian mencatatnya di 
sistem komputer, yaitu Microsoft Excel yang berisisi data rekapitulasi 
Pendataan Pajak Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2016 periode bulan Juni 
2016. Data Wajib Pajak baru yang praktikan input ke dalam Microsoft Excel 
hanyalah data yang telah divalidasi sebelumnya oleh praktikan. Praktikan 
meng-input-nya sesuai dengan jenis objek pajak agar lebih mudah untuk dicek 
kembali oleh pegawai dan juga agar lebih mudah terlihat berapa jumlah Wajib 
Pajak baru per objek pajaknya.  
d) Membuat Surat Pengantar yang berisi Laporan Hasil Pendataan 
Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2016 
Pada Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2016, diketahui bahwa Suku 
Dinas Pelayanan Pajak memiliki tugas untuk melaporkan hasil pelaksanaan 
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kegiatan pendataan kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta 
melalui Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan Kinerja Pajak Daerah. 
Setelah mendapatkan tugas untuk mendata dokumen Wajib Pajak baru 
yang telah dijelaskan sebelumnya di poin c, praktikan kemudian diberikan tugas 
selanjutnya yang berkaitan dengan tugas tersebut, yaitu membuat surat pengantar 
yang berisi Laporan Hasil Pendataan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2016. 
Surat Pengantar ini ditujukan untuk Bidang Pengendalian dan Pembinaan Kinerja 
Pajak Daerah agar pegawai bidang tersebut dapat segera menindaklanjuti 
pendataan tersebut, dan melaporkannya ke Kepala Dinas Pelayanan Pajak 
Provinsi DKI Jakarta. Hasil pekerjaan praktikan dapat terlihat di Lampiran 20.  
Berikut adalah langkah-langkah dalam membuat surat pengantar yang 
berisi Laporan Hasil Pendataan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2016: 
1) Pertama praktikan diberikan softcopy Laporan Hasil Pendataan Instruksi 
Gubernur Nomor 5 Tahun 2016 oleh pegawai.  
2) Setelah praktikan diberikan softcopy tersebut, praktikan kemudian mengganti 
data yang sudah ada perubahan seperti nomor surat, tanggal surat, dan tabel 
hasil pendataan.  
3) Setelah semua data telah dirubah, praktikan mencetak laporan tersebut yang 
kemudian akan di berikan ke Kepala Seksi untuk di periksa kembali, dan 
setelahnya akan diberikan ke Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota 
Administrasi Jakarta Pusat untuk ditanda tangani sebagai tanda bahwa sudah 
disahkan untuk melakukan permohonan pendaftaran pengukuhan wajib pajak 
baru..   
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4) Setelah surat tersebut ditanda tangani oleh Kepala Suku Dinas Pelayanan 
Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat, surat pengantar tersebut kemudian di 
fotokopi untuk arsip dan yang aslinya akan diberikan ke Bidang Pengendalian 
dan Pembinaan Pajak Daerah beserta data rekapitulasinya untuk di segera 
dikukuhkan. 
 
4. Seksi Penagihan Pajak Daerah 
Praktikan ditempatkan di Seksi Penagihan Pajak Daerah pada minggu 
keempat dan minggu kedelapan. Pada Seksi Penagihan Pajak Daerah ini praktikan 
diberi beberapa tugas sebagai berikut: 
a) Memeriksa daftar setoran masa dan perbaikan pajak restoran di Sistem 
Pemungutan Pajak Daerah (SP2D) 
Pada Seksi Penagihan Pajak Daerah, praktikan diberikan tugas untuk 
memeriksa daftar setoran masa dan perbaikan pajak restoran di Sistem 
Pemungutan Pajak Daerah (SP2D). Fungsi dari pekerjaan ini adalah untuk 
memastikan bahwa Wajib Pajak telah menyetorkan kewajiban perpajakannya 
secara benar sesuai jumlah tagihan yang terdapat pada Sistem Pemungutan Pajak 
Daerah, dan meminimalisir terjadinya kurang/ lebih bayar. Hasil pekerjaan 
praktikan dapat dilihat pada Lampiran 21. 
Berikut adalah langkah-langkah dalam memeriksa daftar setoran masa 
dan perbaikan pajak restoran di Sistem Pemungutan Pajak Daerah (SP2D): 
1) Pertama, praktikan diberi formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang 
sudah dilaporkan oleh Wajib Pajak kepada Dinas Pelayanan Pajak Kota 
Administrasi Jakarta Pusat untuk dilakukan pengecekan.  
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2) Kedua, praktikan membuka website dari Sistem Pemungutan Pajak Daerah, 
untuk masuk ke dalam sistem dilakukan oleh pegawai. Setelah masuk 
dilakukan praktikan melakukan pemeriksaan terhadap SSPD yang sudah 
disetorkan oleh wajib pajak dengan memasuki menu pembayaran masa di 
website Sistem Pajak.  
3) Setelah memasuki menu pembayaran lalu klik menu masa, kemudian untuk 
memudahkan pencarian maka praktikan harus memasukkan Nomor Objek 
Pajak Daerah (NOPD) dari objek pajak yang ingin diperiksa ke dalam kotak 
pencarian. Lalu memilih masa pajak yang sesuai dengan SSPD tersebut.  
4) Setelah memilih masa pajak yang sesuai dan memasukkan NOPD ke dalam 
sistem, jika kedua data tersebut cocok maka akan muncul hasil dari pencarian 
tersebut. Pencarian hasil tersebut akan menunjukkan nama objek pajak, 
jumlah, bunga terlambat bila ada, dan jumlah yang dibayar.  
5) Setelah muncul hasil pencarian, praktikan harus mencocokkan jumlah yang 
dibayarkan yang ada di dalam sistem dengan jumlah yang tertulis pada SSPD. 
Jika jumlah yang dibayar pada sistem sama seperti jumlah yang dibayar pada 
SSPD, maka praktikan akan memberi tanda pada SSPD bahwa SSPD tersebut 
sudah sesuai dengan yang seharusnya.  
6) Jika dalam pencarian tidak ditemukan data dan/ atau jumlah pembayaran 
berbeda dengan yang ada di sistem dengan yang tertera pada SSPD, maka 
praktikan akan memisahkan SSPD tersebut dan akan diberikan kepada 




b) Mendata NOPD restoran wilayah Grand Indonesia 
Praktikan diberikan tugas oleh pegawai Seksi Penagihan Pajak Daerah 
untuk mendata NOPD restoran wilayah Grand Indonesia. Pegawai telah memiliki 
data nama restoran beserta alamatnya dalam bentuk data excel, namun untuk 
NOPD restoran tersebut belum diisi oleh pihak pegawai. Oleh karena itu, 
praktikan diberikan tugas untuk melengkapi data tersebut dengan mengisi kolom 
NOPD. Hasil pekerjaan praktikan dapat dilihat pada Lampiran 22. 
Berikut adalah langkah-langkah dalam mendata NOPD restoran wilayah 
Grand Indonesia: 
1) Langkah pertama adalah praktikan diberikan dokumen daftar objek pajak aktif 
restoran Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat oleh 
pegawai. Dokumen tersebut berisikan data lengkap mengenai objek pajak aktif 
restoran mulai dari nama usaha, alamat usaha, NOPD, dan data penting 
lainnya. Dokumen tersebut adalah data objek pajak restoran yang masih aktif 
sewilayah Jakarta Pusat.  
2) Langkah selanjutnya adalah praktikan diberikan dokumen daftar objek pajak 
aktif restoran wilayah Grand Indonesia. Dokumen tersebut sudah berisikan 
data restoran yang terletak di wilayah Grand Indonesia. Data tersebut adalah 
nama usaha, alamat usaha, dan juga NOPD. Namun untuk kolom NOPD 
masih kosong dan harus diisi oleh praktikan. 
3) Praktikan dapat mencari data NOPD restoran wilayah Grand Indonesia di 
dalam dokumen data objek pajak aktif restoran Suku Dinas Pelayanan Pajak 
Kota Administrasi Jakarta Pusat yang pertama kali diberikan oleh pegawai. 
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Untuk mendapatkan data NOPD tersebut adalah dengan mengklik tombol ctrl 
+f pada keyboard komputer, lalu mencari data sesuai nama usaha. 
4) Setelah mendapatkan NOPD yang sesuai dengan nama dan alamat usaha yang 
dicari, praktikan menyalin data NOPD tersebut ke dalam dokumen data objek 
pajak aktif restoran wilayah Grand Indonesia. 
c) Membuat Surat Tagihan Pajak Daerah melalui website Sistem 
Pemungutan Pajak Daerah (SP2D) 
Sesuai dengan namanya, seksi Penagihan Pajak Daerah memiliki tugas 
untuk menerbitkan surat imbauan dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Surat 
Tagihan Pajak Daerah ini adalah surat yang berisikan tagihan kepada Wajib Pajak 
yang belum melunasi kewajiban pajaknya. Surat Tagihan Pajak Daerah ini 
nantinya akan dikirimkan langsung kepada Wajib Pajak dengan tujuan agar 
mereka bisa secepatnya melunasi tagihan tersebut agar tidak mendapatkan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari besarnya jumlah tagihan. 
Contohnya, yaitu sebut saja Restoran A memiliki jumlah tagihan pajak di bulan 
Mei 2016 sebesar Rp. 5,000,000,00 (lima juta rupiah). Namun Restoran A baru 
bisa membayar jumlah tagihan pajak di bulan Mei 2016 tersebut pada bulan Juni 
2016. Dapat dikatakan bahwa Restoran A telat sebulan dalam melunasi kewajiban 
perpajakannya untuk bulan Mei 2016. Oleh karena itu, Restoran A diwajibkan 
untuk membayar sanksi administrasi sebesar 2%. Perhitungan besarnya sanksi 
administrasi tersebut adalah 2% x Rp. 5,000,000,00 = Rp. 100,000,00. Maka pada 
bulan Juni 2016, Restoran A diwajibkan untuk membayar tagihan pajak terutang 
bulan Mei 2016 sejumlah Rp. 5,100,000,00.   
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Praktikan diberikan tugas untuk membuat Surat Tagihan Pajak Daerah 
melalui website Sistem Pemungutan Pajak Daerah (SP2D) dan merekapitulasinya 
ke dalam data excel. Hasil pekerjaan praktikan dapat dilihat pada Lampiran 23. 
Berikut adalah langkah-langkah dalam membuat Surat Tagihan Pajak 
Daerah melalui website Sistem Pemungutan Pajak Daerah (SP2D): 
1) Pertama Praktikan diberikan softcopy data excel yang berisikan data 
rekapitulasi STPD Pajak Hotel, Hiburan, Parkir, dan Restoran wilayah Kota 
Administrasi Jakarta Pusat bulan Juni 2016. Data tersebut sudah berisikan 
lengkap mengenai nama usaha, alamat usaha, NOPD, jenis pajak, dan masa 
pajak. Untuk tabel No. STPD dan juga nilai STPD masih kosong dan harus 
diisi oleh praktikan. 
2) Kedua, pegawai akan mengakses website Sistem Pemungutan Pajak Daerah 
(SP2D) dan masuk ke dalam sistem SP2D tersebut. Selanjutnya setelah 
muncul halaman utama dari website tersebut, praktikan mengklik menu 
pembayaran lalu memilih menu masa. Setelah muncul menu masa tersebut, 
praktikan mengisi masa pajak sesuai bulan yang hendak di cari, lalu memilih 
kata kunci pencarian sesuai dengan NOPD dan mengisinya dengan NOPD 
Wajib Pajak yang hendak dicari. Setelah itu akan muncul data yang dicari 
sesuai dengan NOPD yang telah praktikan isi, pada data tersebut terdapat kode 
pembayaran untuk kemudian digunakan pada langkah berikutnya.  
3) Langkah selanjutnya adalah praktikan kembali ke halaman utama dari SP2D 
untuk membuka menu penagihan dan kemudian praktikan memilih menu 
STPD. Jika sudah muncul halaman STPD, praktikan mengisi kata kunci 
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pencarian sesuai dengan kode pembayaran yang telah praktikan dapatkan dari 
langkah kedua di atas. Setelah muncul data yang dicari sesuai dengan kode 
pembayaran tersebut, praktikan memilih menu cetak. Selanjutnya akan 
muncul data yang lebih lengkap untuk dicek kembali dan juga di rekapitulasi 
oleh praktikan. Praktikan merekapitulasi No. STPD dan juga nilai STPD 
tersebut ke dalam data excel yang sebelumnya telah diberikan oleh pegawai. 
4) Selanjutnya setelah praktikan merekapitulasi data tersebut, praktikan mengisi 
kolom penandatanganan. Untuk kolom tanggal, praktikan mengisi dengan 
tanggal empat hari setelah tanggal pembuatan STPD tersebut. Hal ini 
dimaksudkan karena surat tersebut harus ditanda tangani terlebih dahulu oleh 
Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat. 
5) Langkah berikutnya, yaitu praktikan harus menyimpan data tersebut dengan 
memilih tanda simpan. Lalu setelah data tersebut berhasil disimpan, praktikan 
memilih tanda cetak dan kemudian akan muncul hasil akhir dari Surat Tagihan 
Pajak Daerah yang akan segera dikirimkan kepada Wajib Pajak.  
 
5. Seksi Penyelesaian Pengurangan, Keberatan dan Banding 
Praktikan ditempatkan di Seksi Penyelesaian Pengurangan, Keberatan dan 
Banding pada minggu kelima. Pada Seksi Penyelesaian Pengurangan, Keberatan 
dan Banding ini praktikan diberi beberapa tugas sebagai berikut: 
a) Merekapitulasi laporan penjualan Dunkin Donuts 
Di Seksi Penyelesaian, Pengurangan, Keberatan, dan Banding praktikan 
diberikan tugas untuk memeriksa dan merekapitulasi laporan penjualan Dunkin 
Donuts tersebut ke dalam data excel. Laporan penjulan Dunkin Donuts yang akan 
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diperiksa dan direkapitulasi adalah laporan penjualan untuk tahun 2011 sampai 
tahun 2015. Tugas ini berfungsi untuk mengetahui apakah suatu objek pajak dapat 
dikabulkan permohonan pengurangan pajaknya. Hasil pekerjaan praktikan dapat 
dilihat pada Lampiran 24. 
Berikut adalah langkah-langkah dalam memeriksa laporan penjualan 
Dunkin Donuts: 
1) Langkah pertama, yaitu praktikan diberikan dokumen data excel yang berisi 
laporan penjualan Dunkin Donuts perhari dalam 12 bulan selama tahun 2011 
sampai tahun 2015. Data tersebut berisikan tabel-tabel total penjualan harian 
selama 12 bulan per tahun 2011 sampai tahun 2015 yang harus dilengkapi 
oleh praktikan.  
2) Langkah kedua, yaitu praktikan harus men-download laporan penjualan 
Dunkin Donuts yang ada di email Seksi Penyelesaian, Pengurangan, 
Keberatan, dan Banding. Untuk masuk ke dalam email tersebut dilakukan oleh 
pihak pegawai Seksi Penyelesaian, Pengurangan, Keberatan, dan Banding. 
3) Selanjutnya, setelah praktikan berhasil men-download laporan penjualan 
Dunkin Donuts, praktikan mulai mengerjakan rekapitulasi laporan penjualan 
tersebut ke dalam data excel yang sebelumnya diberikan oleh pihak pegawai. 
Praktikan harus melengkapi semua tabel yang ada dikolom tersebut dengan 





b) Merekapitulasi data pengurangan pajak Dunkin Donuts selama 5 tahun 
(2011-2015) 
Selain merekapitulasi laporan penjualan Dunkin Donuts, praktikan juga 
ditugaskan untuk merekapitulasi data pengurangan pajak Dunkin Donuts per 12 
bulan selama 5 tahun (2011-2015). Tugas ini adalah tugas lanjutan dari tugas 
sebelumnya yang diberikan oleh pegawai seksi Penyelesaian, Pengurangan, 
Keberatan, dan Banding. Hasil Pekerjaan praktikan dapat dilihat pada Lampiran 
25. 
Berikut adalah langkah-langkah dalam merekapitulasi data pengurangan 
pajak Dunkin Donuts selama 5 tahun (2011-2015): 
1) Langkah pertama adalah praktikan diberikan dokumen data excel oleh 
pegawai Seksi Penyelesaian, Pengurangan, Keberatan, dan Banding. Dokumen 
tersebut berisikan tabel-tabel yang harus dilengkapi oleh praktikan. Tabel-
tabel yang dimaksud adalah data discount harian dan total laporan penjualan 
per bulan selama 5 tahun. 
2) Langkah kedua adalah praktikan akan membuka kembali dokumen laporan 
penjualan Dunkin Donuts yang telah praktikan download sebelumnya dan 
juga membuka kembali dokumen hasil rekapitulasi laporan penjualan Dunkin 
Donuts yang sebelumnya telah praktikan selesaikan. 
3) Selanjutnya praktikan akan mulai merekapitulasi data discount Dunkin Donuts 
ke dalam data excel yang telah diberikan oleh pegawai. Cara yang pertama 
adalah meng-copy-paste total penjualan Dunkin Donuts selama sebulan dalam 
5 tahun (2011-2015) yang didapatkan dari hasil rekapitulasi laporan penjualan 
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Dunkin Donuts ke dalam data excel tersebut. Lalu setelah itu adalah meng-
copy-paste data discount harian yang ada di laporan penjualan Dunkin Donuts 
ke dalam data excel. Langkah terakhir, yaitu menghitung total pengurangan 
pajak Dunkin Donuts dengan cara mengurangi total penjualan bulanan dengan 
total discount bulanan yang sudah praktikan rekapitulasi ke dalam data excel. 
Setelah praktikan melengkapi semua tabel tersebut, praktikan memberikan 
hasil rekapitulasi kepada pegawai Seksi Penyelesaian, Pengurangan, 
Keberatan, dan Banding untuk ditindaklanjuti. 
c) Meng-input Rekening Koran PT Halim Bangun Sarana Indah 
Rekening Koran adalah laporan transaksi dan saldo rekening tabungan 
nasabah pada bank tertentu. Rekening Koran dapat dikatakan juga sebagai 
aktivitas rekening nasabah, baik laporan tabungan, transfer uang, debit atau kredit 
atau seluruh aktivitas yang dilakukan pada rekening tersebut. Rekening Koran 
diperlukan sebagai bukti untuk menunjukkan adanya arus kas di dalam rekening. 
Praktikan ditugaskan untuk meng-input arus kas masuk Rekening Koran 
dari PT Halim Bangun Sarana Indah dengan menggunakan Microsoft Excel. 
Tugas ini merupakan penginputan data agar jika suatu saat dibutuhkan, dapat  
segera dicari dengan cepat. Hasil pekerjaan praktikan dapat dilihat pada Lampiran 
26.  
Berikut adalah langkah-langkah dari meng-input Rekening Koran PT 
Halim Bangun Sarana Indah: 
1) Langkah pertama praktikan akan diberikan sejumlah Rekening Koran dari PT 
Halim Bangun Sarana Indah. Rekening Koran tersebut adalah Rekening Koran 
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dari aktivitas keluar masuknya kas bank pada rekening PT Halim Bangun 
Sarana Indah untuk tahun 2011 sampai tahun 2016.  
2) Setelah diberi Rekening Koran, praktikan mulai meng-input segala aktivitas 
dari pemasukan kas di rekening bank. Setiap aktivitas dibedakan untuk setiap 
bulannya.  
3) Setelah semua aktivitas dari setiap bulannya sudah di-input, selanjutnya 
praktikan melaporkan hasil peng-input-an kepada pegawai agar dapat 
dilakukan pemeriksaan.  
 
C. Kendala Yang Dihadapi 
Selama menjalankan program PKL di Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota 
Administrasi Jakarta Pusat, praktikan dihadapi dengan berbagai kendala. Berikut 
kendala yang dihadapi praktikan: 
1) Beberapa kali praktikan mendapatkan tugas yang harus menggunakan jaringan 
internet, tetapi praktikan sempat mendapat komputer yang jaringan internetnya 
terkadang mengalami gangguan, sehingga menghambat kinerja praktikan. 
2) Praktikan sempat mengalami hambatan dalam memvalidasi data Wajib Pajak 
baru melalui website Pendataan Objek Pajak Daerah dikarenakan kelengkapan 
data Wajib Pajak baru tersebut belum terisi dengan lengkap. 
3) Dalam meng-input Rekening Koran PT Halim Bangun Sarana Indah, 
praktikan diberikan dokumen Rekening Koran tersebut dari tahun 2011 hingga 
tahun 2016. Tugas tersebut harus diselesaikan dalam waktu empat hari. Ini 
menjadi kendala bagi praktikan dikarenakan Praktikan diharuskan 
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memindahkan data Rekening Koran tersebut secara manual dari data dokumen 
dipindahkan ke dalam bentuk excel. 
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Agar tidak terus menerus terganggu dengan berbagai kendala yang 
dihadapi selama menjalani kegiatan PKL, Praktikan berusaha mengatasi kendala 
yang ada agar dapat mengerjakan pekerjaan dengan baik. Adapun cara mengatasi 
kendala tersebut adalah: 
1) Untuk mengatasi kendala dalam mengoperasikan jaringan internet yang 
mengalami gangguan, praktikan harus aktif bertanya bagaimana cara 
mengoperasikan kembali jaringan yang mengalami gangguan tersebut. 
Selanjutnya, praktikan diberikan tempat dan komputer lain untuk sementara 
waktu menunggu beroperasinya jaringan pada komputer yang sebelumnya 
praktikan gunakan 
2) Untuk mengatasi kendala dalam memvalidasi data Wajib Pajak baru, 
praktikan harus lebih teliti dalam mengecek kelengkapan data Wajib Pajak 
baru tersebut. Selain itu, praktikan harus lebih aktif untuk bertanya karena 
menurut Abdul Mukhid didalam bukunya mengatakan bahwa, kemajuan 
manusia didahului dengan adanya sebuah pertanyaan (Abdul Mukhid, 2009). 
Oleh karena itu, praktikan harus lebih aktif bertanya kepada pembimbing 
mengenai data apa saja yang penting dan harus ada di dalam kelengkapan data 
tersebut, sehingga praktikan bisa lebih yakin untuk memvalidasinya jika data 
Wajib Pajak baru tersebut sudah lengkap. 
56 
 
3) Untuk mengatasi kendala dalam menjalankan tugas meng-input Rekening 
Koran PT Halim Bangun Sarana Indah dari tahun 2011 hingga tahun 2016, 
praktikan harus mampu melakukan manajemen waktu dengan baik. 
Manajemen waktu merupakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, 
dan pengawasan produktivitas waktu. Waktu menjadi salah satu sumber daya 
untuk kerja. Sumber daya yang mesti dikelola secara efektif dan efisien. 
Efektifitas kerja terlihat dari tercapainya tujuan menggunakan waktu yang 
telah ditetapkan sebelumnya (M. Ahmad Abdul Jawwad, 2004). Selain itu, 
juga harus mampu bekerja secara cepat dan tepat agar dapat 



















Kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang praktikan lakukan di Suku Dinas 
Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat selama kurang lebih dua bulan, 
praktikan mendapatkan banyak pelajaran yang tidak didapatkan dibangku 
perkuliahan seperti pentingnya kedisiplinan yang tinggi, tanggung jawab terhadap 
pekerjaan yang diberikan, sopan santun, bersosialisasi dengan baik terhadap 
sesama karyawan, dan lain-lain yang sifatnya berhubungan dengan etika. Dalam 
hal ini pembelajaran tersebut sangatlah berguna untuk kedepannya atau sebagai 
bekal dalam menghadapi dunia kerja di masa depan. 
Selama melakukan kegiatan PKL di Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota 
Administrasi Jakarta Pusat, praktikan dapat memberikan kesimpulan dari kegiatan 
yang dilakukan, yaitu: 
1) Praktikan dapat menjalankan kegiatan operasional yang berlangsung pada 
setiap Seksi dan Subbagian yang ada di Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota 
Administrasi Jakarta Pusat, yaitu di bidang perpajakan;  
2) Praktikan dapat mengetahui pentingnya pengarsipan dokumen surat-surat yang 
bertujuan untuk mempermudah dalam pencarian dokumen surat-surat tersebut 
apabila dibutuhkan sewaktu-waktu di kemudian hari; 
3) Praktikan dapat mengetahui bahwa adanya cara cepat dalam mengecek 
laporan pengiriman surat hanya dengan melalui sistem website di internet, 
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sehingga dapat diketahui dengan cepat surat-surat apa saja yang belum/ tidak 
sampai kepada Wajib Pajak; 
4) Praktikan dapat mengetahui tentang Sistem Pemungutan Pajak Daerah online 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan cara mengaplikasikannya;  
5) Praktikan dapat mengetahui tentang sistem Pendataan Objek Pajak Daerah 
online Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan cara mengaplikasikannya; 
6) Praktikan dapat mengetahui bahwa pembuatan Surat Tagihan Pajak Daerah 
hanya melalui Sistem Pemungutan Pajak Daerah (SP2D) atau tidak dibuat 
secara manual; dan 
7) Kegiatan PKL memberikan gambaran yang jelas mengenai dunia kerja yang 
sesungguhnya kepada Praktikan. Pada Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota 
Administrasi Kota Jakarta Pusat. Praktikan juga dilatih untuk bersikap cermat, 
berhati-hati, dan penuh analisis dalam melaksanakan pekerjaan. 
 
B. Saran 
1. Saran Bagi Praktikan: 
a. Praktikan harus lebih mempersiapkan diri, baik dari segi akademik 
maupun dari segi keterampilan agar dapat mendukung pelaksanaan 
kegiatan PKL;  
b. Praktikan harus bisa lebih disiplin terhadap waktu dan penampilan;  
c. Praktikan harus terus belajar agar memiliki keterampilan sesuai dengan 
kebutuhan dunia kerja.  
2. Saran Bagi Universitas Negeri Jakarta: 
a. Memberikan gambaran awal sebelum melakukan kegiatan PKL;  
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b. Memberikan pengarahan mengenai perusahaan swasta maupun instansi 
pemerintah apa saja yang sebaiknya dipilih untuk  melaksanakan 
kegiatan PKL. Hal ini dikarenakan tidak semua perusahaan swasta 
maupun instansi pemerintah yang bisa menerima mahasiswa untuk 
melaksanakan kegiatan PKL; 
c. Menjalin hubungan yang baik dengan perusahaan swasta maupun 
instansi pemerintahan agar proses pelaksanaan PKL dapat berjalan 
dengan baik dikemudian hari.  
3. Saran Bagi Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat: 
a. Untuk Para pegawai Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi 
Jakarta Pusat diharapkan untuk bisa menjelaskan lebih rinci mengenai 
tugas yang akan diberikan kepada praktikan, sehingga praktikan tidak 
mengalami hambatan dalam menyelesaikannya. 
b. Untuk mengganti beberapa perangkat komputer yang sudah tidak 
bagus/layak untuk digunakan.  
c. Untuk terus meningkatkan kedisiplinan para pegawai yang bekerja di 
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Data diperoleh dari Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta 


















Data diperoleh dari Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta 
Pusat. 


















Data diperoleh dari Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta 
Pusat. 






















































Data diperoleh dari Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta 
Pusat. 












































































































































































































































































































































































































































































































Lampiran 14:  Mendata surat melalui website Djakarta Express 
 







Lampiran 15:  Mendata Wajib Pajak yang memiliki NOPD double 
 












Lampiran 16:  Merekapitulasi kode  Barcode dan nomor IMEI yang 









































































































Lampiran 18:  Memvalidasi Daftar objek Pajak Baru yang sudah terlebih 











































































































Lampiran 20:  Membuat surat pengantar yang berisi Laporan Hasil 


























Lampiran 21:  Memeriksa daftar setoran masa dan perbaikan pajak 






































Lampiran 22:  Mendata NOPD restoran wilayah Grand Indonesia 
 
 




Lampiran 23:  Membuat Surat Tagihan Pajak Daerah melalui website 




























































































Lampiran 25:  Merekapitulasi data pengurangan pajak Dunkin Donuts 





























































Lampiran 27:  Kartu Konsultasi Pembimbingan Penulisan PKL 
 
